
  

WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG 
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MENYUSUN DOKUMEN 

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang  : a.  bahwa telah diaturnya daftar usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 

2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang 
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup 
atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 
 

  b. bahwa Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 

Tahun 2017 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan 
yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup, sudah tidak sesuai lagi dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 
 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah dilarang 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang 

Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 
2017 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang 



Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan 

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup; 
 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 6573); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5675); 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6635); 
 

  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2017 
TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG 

WAJIB MENYUSUN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN 
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 

 
    

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 76 Tahun 2017 
tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 
Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan 
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 
 

 Ditetapkan di Bukittinggi 

pada tanggal 8 Juli  2022 
 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 

 
ERMAN SAFAR 

Diundangkan di Bukittinggi 

pada tanggal 8 Juli 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
      dto 

 
MARTIAS WANTO 

 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 16 


